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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the role of recontextualization of tourism communication in the reconstruction of national integration. Through the constructivist paradigm with descriptive methods, the recontextualization of tourism communication is an effort for sustainable social change with a pattern of cultural tourism. On the other hand, the reconstruction of national integration is a horizontal effort in assembling the dimensions of differences, whether regional differences, residences, ethnic differences, religious differences, cultural differences and other differences. The conclusion obtained is that through tourism communication, which has the core management of meaning of sustainable and cultural tourism, a national "diversity friendship" mobility will be formed.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ingin mengetahui peran rekontekstualisasi komunikasi pariwisata dalam rekonstruksi integrasi nasional. Melalui paradigma konstruktivis dengan metode deskriptif, rekontekstualisasi komunikasi pariwisata merupakan upaya perubahan sosial yang sustainable dengan pola cultural tourism. Di lain pihak, rekonstruksi integrasi nasional merupakan upaya horisontal dalam merangkai dimensi perbedaan-perbedaan, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kesimpulan yang diperoleh adalah melalui komunikasi pariwisata yang berintikan manajemen makna sustainable and cultural tourism akan terbentuk mobilitas “silaturahmi kebhinekaan” secara nasional.  
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PENDAHULUAN
Sustainable menjadi isu terkini di segala bidang. Tentunya bukan hanya persoalan manajemen pengelolaan pesan di panggung depan, tetapi memang lahir dari banyak keresahan, bahwa segala sesuatu kini terkesan hanya temporal. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) mengumumkan visi dan misi baru dalam dunia kepariwisataan, yakni pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Maksudnya adalah angka kunjungan wisatawan tidak menjadi fokus utama. Dalam sustainable tourism, konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjanglah yang harus dikembangkan. Hal ini tentu sangat terkait dengan dampak lingkungan, efek sosial, kelestarian budaya dan peningkatan ekonomi (https://kemenparekraf.go.id/, 29 September 2021). 
Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism, Kemenparekraf/ Baparekraf telah memiliki empat program utama (empat pilar). Pilar pertama, pengelolaan bisnis pariwisata berkelanjutan; kedua, ekonomi berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang; ketiga, keberlanjutan budaya (sustainable culture) yang harus terus dijaga dan dikembangkan, serta kelestarian lingkungan (environment sustainability). Kemenparekraf/Baparekraf meyakini bahwa pariwisata berkelanjutan akan menjadi tren di masa depan. Nantinya, wisatawan tidak hanya ingin berlibur, tetapi juga berwisata dengan pertimbangan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kelestarian alam.
Konsep sustainable tourism, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata yang lengkap dengan keindahan alam, misalnya: Taman Nasional Baluran (konservasi alam), Taman Nasional di Situbondo, Jawa Timur, yang dikenal sebagai ‘Little Afrika’. Selanjutnya terdapat 
Taman Nasional Ujung Kulon, yang dikenal sebagai salah satu Situs Warisan Dunia dan rumah bagi Badak Jawa. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati berbagai spot wisata, mulai dari snorkeling dan diving di Pulau Peucang, menikmati kekayaan alam di Kepulauan Handeuleum, serta bermain kano di Pulau Pamanggangan. Berikutnya terdapat Sangeh Monkey Forest Pulau Bali. Di kawasan ini, wisatawan dapat melihat langsung habitat alami dari ratusan monyet berekor panjang sekaligus mengenal lingkungan alam yang masuk dalam kawasan hutan lindung Bali. Memiliki luas sekitar 10 hektar dengan udara yang sejuk, Hutan Sangeh memiliki berbagai jenis flora langka. Terdapat dua pura di tengah hutan yang disakralkan, yaitu Pura Melanting dan Pura Bukit Sari (https://kemenparekraf.go.id/, 29 September 2021). 
Selain itu terkenal pula Punti Kayu Palembang, yang merupakan kawasan penyumbang oksigen alami terbesar di Palembang. Punti Kayu memiliki deretan pohon pinus dan berbagai flora, mulai dari mahoni, talog, hingga akasia. Wisatawan juga dapat melihat kera ekor panjang, beruk, tupai, biawak, musang, hingga berbagai serangga langka yang belum diberi nama.
Terlepas dari konsep sustainable tourism yang kian digaungkan dan diinstitusionalkan, sebenarnya terdapat sisi penting yang masih belum dimaksimalkan, yakni literasi. Wisatawan sesungguhnya juga ingin belajar mengenal flora dan fauna secara langsung. Motivasi berwisata tentu ingin memperoleh pengalaman baru yang unik. Di Umbul Ponggok misalnya, sebuah objek menarik di Klaten, Jawa Tengah. Wisata air tersebut telah diubah menjadi ragam kegiatan, seperti menyelam, berswafoto di dalam air, serta snorkeling. Kreativitas semacam ini sesungguhnya menjadi keunggulan sustainable tourism yang tentunya dapat memenuhi tuntutan generasi ke generasi. Literasi kepada semua wisatawan sangat dibutuhkan, sehingga antara wisatawan lokal dan mancanegara tetap menghargai sisi sakral dari tourist attraction yang dikunjungi. Inilah gambaran tourist behaviour yang menjadi inti dalam manajemen komunikasi pariwisata berbasis sustainable tourism. Artinya terus dibutuhkan rekontekstualisasi.
Beralih pada frasa kedua sesuai judul, yakni terminologi “integrasi nasional”, yang terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi (integrate) berarti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Di dalamnya terkandung makna pembauran menuju satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara geopolitis, integrasi nasional berarti upaya menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional sehingga terbentuk identitas nasional. Jadi, makna integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan - perbedaan yang ada pada suatu negara menuju terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. 
Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional dapat dibangun melalui:
1) Rasa senasib seperjuangan dalam mencapai kemerdekaan. 
2) Pancasila sebagai ideologi segala keragaman dan perbedaan.
3) Nilai-nilai kerukunan dan persatuan, tanpa persatuan tidak ada kekuatan.
4) Homogenitas ancaman eksternal yang membutuhkan kekuatan bersama. (Sriyanto, 2021)
Oleh karena instrumen integrasi nasional hingga kini adalah bahasa dan budaya, maka bahasa dan budaya itu akan sangat bermakna dalam sustainable tourim. Bahasa Indonesia, di satu sisi telah mampu menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dengan dikumandangkannya dan digelorakannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 melalui ikrar “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuaan Bahasa Indonesia”, maka berwisata untuk menikmati keragaman dan keunikan menjadi pendorong yang sangat konstruktif dalam membangun rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. 
Selanjutnya adalah budaya, yakni budaya sejak nenek moyang ada, berupa rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong antarsesama, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan sangat terkait erat dengan sustainable tourism. Keramahan bangsa Indonesia telah menjadi reputasi yang sangat tinggi nilainya. 
Di lain pihak, hambatan integrasi nasional tentu tetap ada, yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada visi dan misi sustainable tourism. Kurangnya apresiasi terhadap potensi kearifan dan kecerdasan lokal terus meningkat. Dalam industri pariwisata lebih banyak dibangun infrastruktur popular tourism dibanding cultural tourism. Di dalamnya, infrastruktur dibangun berdasarkan model-model fasilitas sosial ala Barat, sehingga keunikan dan diferensiasi lokal semakin terkikis. Akibatnya, sikap individual semakin menguat dan sikap toleransi antarsesama semakin melemah. Jika ini dibiarkan, tentu minat bangsa lain untuk berkunjung ke Indonesia juga akan melemah. Terpaan media global yang tidak ada filter memperkuat fenomena ini. 
Sayangnya, kesadaran untuk selalu waspada dalam menjaga integritas persatuan makin tergerus. Adanya otonomi daerah, sikap individualis makin memusat, di dalam pusat yang merenggang (sentrifugal). Masyarakat terkooptasi dalam geopolitik kewilayahan, yang juga berimbas pada kesadaran terhadap ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan yang ada kemudian tidak disikapi sebagai identifikasi menuju solusi, tetapi lebih diekspresikan sebagai emosi. Ketidakpuasan terus mengkristal dalam provokasi-provokasi.
Terlepas dari segala kekuatan dan kelemahan, integrasi nasional tetap penting dan tidak terbantahkan. Hal ini dirasakan semakin darurat ketika disadari bahwa Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, masih terus berbenah diri dalam pencarian jati diri. Bhinneka Tunggal Ika, kiranya menjadi konsep integrasi yang memang sangat sesuai untuk Indonesia dengan segala keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Konsep inilah yang menjadi daya tarik inti dari sustainable tourism of Indonesia. 
Relasi dua frasa, antara sustainable tourism dan integrasi nasional menjadi pilihan topik bahasan. Isu sustainable tourism menjadi kesadaran, bahwa konsep komunikasi pariwisata harus terus dikontekstualisasikan. Adapun integrasi nasional harus direkonstruksikan. Inilah sisi diferensiasi, urgensi dan novelti dari bahasan ini.

TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi Genealogis
Hal strategis dalam implementasi komunikasi pariwisata yang sekaligus menjadi fondasi dasar integrasi adalah “sejarah”. Adanya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam (Serikat Islam), Perhimpunan Indonesia, Sumpah Pemuda, menjadi contoh-contoh kecil bagaimana membangun kesadaran, bahwa kebesaran Indonesia sesungguhnya dibentuk melalui proses gerakan kebangsaan yang panjang dan melibatkan semua elemen, sehingga tidak ada satu elemen manapun yang lebih dominan (www.lemhanas.com). Inilah komunikasi genealogis, komunikasi kebangsaan yang didasari oleh ikatan emosional kesejarahan. Di masa depan, mungkin “Sejarah” tidak hanya harus diketahui, sehingga hanya terbatas pada disiplin Ilmu Sejarah, tetapi dalam konteks integrasi nasional perlu dikembangkan dalam komunikasi genealogis. Genea artinya asal-usul, sehingga genealogi adalah ilmu tentang asal-usul dan komunikasi genealogis adalah strategi pengelolaan kesan dalam membangun komunikasi kebangsaan yang inti pesannya adalah kesadaran tentang asal-usul (Dhona, 2020).
Bagaimanapun, terobosan-terobosan dalam membangun integrasi nasional harus terus diupayakan, utamanya melalui bahasa dan budaya, untuk kemudian diturunkan dalam disiplin-disiplin politik, ekonomi, sosial, pertahanan ataupun keamanan. Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia akan tetap laten. Penduduk Indonesia berada di wilayah yang berpenduduk padat di utara dan jarang di selatan. Di sisi lain, ideologi Indonesia berkembang dalam terpaan komunisme dan liberalisme. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan. Fenomena ini jelas menciptakan efek tarik-menarik yang terus melintas dalam perkembangan pemikiran rakyat Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga berada di antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis, demikian pula pengaruh masyarakat sosialis dan masyarakat individualis, sampai pada kebudayaan Timur dan dominasi kebudayaan Barat. Jika ancaman ini terabaikan, egopolitik sektoral akan membahayakan kristalisasi integrasi nasional.
Dari sisi strategi geopolitik, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur. Hal ini berarti wilayah laut lepas menjadi ancaman kompleks dikarenakan kendali dominan sumberdaya pertahanan berada di wilayah darat. Ancaman ini bisa berbentuk militer sekaligus non militer. Ancaman berkekuatan senjata, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi tetap memiliki potensi membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan nasional. Ancaman militer juga dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, ataupun perang saudara. Di area darat, ancaman non militer lebih beragam wujudnya, mulai dari ideologi, teknologi, pengetahuan, doktrin, radikal, ekstrimisme dan sejenisnya. Dengan adanya internet, maka ancaman non militer ini makin kreatif, inovatif dan penetratif, dapat menembus batas wilayah manapun: fisiologis, psikologis, antropologis, sehingga kemasan ancaman demikian smooth namun berdampak substantif yang sangat masif. 

Destinasi Wisata
	Pandangan destinasi adalah adalah sebuah produk pariwisata yang mengambil pandangan modern tentang bagaimana menjual suatu destinasi ke pemasaran melalui konsep pemsaran modern, dengan mempertimbangkan strategi komunikasi pemasaran. Kotler (2016), mengatakan ... that modern marketing should consider the issue of product, prices, place and promotion”. Dalam konteks yang lebih luas Kotler (2016) berkata, pemasaran terpadu terdiri dari promosi, periklanan, penjualan, perhubungan umum dan internet. Berkaitan dengan ikhwal promosi, maka brand harus menjadi pertimbangan utama apabila mengkaji tentang suatu produk modern untuk mengonstruksi sustu citra sosial terutamanya yang mengandung nilai kemewahan terhadap suatu produk. 

Sumber Daya Manusia & Kelembagaan Pariwisata
Pemahaman masyarakat terhadap pariwisata, pada umumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok awam yang tidak tahu tentang substansial makna pariwisata, yaitu mereka terdiri dari masyarakat awam, biasanya memandang pariwisata sebagai bagian rekreasi, jalan-jalan, plesir  dan semacamnya. Kelompok ini adalah kelompok konsumtif, apatis, dan bahkan sebagai kelompom destruktif. Kelompok kedua adalah kelompok yang justru memahami makna pariwisata. Kelompok ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu:
a) Kelompok cerdas konsumen pariwisata, mereka terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan internasional. Mereka adalah kelompok konsumen, namun kritis terhadap pariwisata, baik dalam negeri maupun luar negeri.
b) Kelompok yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap destinasi untuk kepentingan bisnis.
c) Kelompok pegiat, yaitu kelompok yang tahu makna pariwisata, lalu melakukan pembinaan terhadap destinasi, SDM dan kelembagaan adat untuk memperkuat substansi masyarakat sebagai keunggulan destinasi secara sustainable atau berterusan.
Adapun kelembagaan pariwisata yang dimaksud terdiri dari aspek-aspek:
a) Regulasi, untuk mengatur pengembangan destinasi, usaha kelembagaan pariwisata, koordinasi maupun untuk dunia industri pariwisata pada umumnya.
b) Kelembagaan Masyarakat Adat, menyangkut isu-isu agama dan adat istiadat.
c) Koordinasi, koordinasi yang terbangun karena adanya koneksitas jaringan pariwisata yang bagus dan terencana.
d) Industri dan Profesionalisme. (Bungin, 2015)

METODOLOGI
	Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Dalam hal ini, Guba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai serangkaian keyakinan-keyakinan dasar (basic beliefs) atau metafisika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip pokok. Selanjutnya Guba dan Lincoln menyebut 4 (empat) macam paradigma: positivisme; post positivisme; konstruktivisme; dan teori kritis. Dalam perkembangannya, Guba dan Lincoln menambahkan paradigma partisipatori.
	Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.
	Konstruksi makna dapat dikaji melalui konsep dalam paradigma konstruktivis, yaitu konsep atau teori dari aliran konstruktivisme yang didasarkan pada bagaimana pengetahuan tentang gambaran dunia nyata dikonstruksi oleh individu. Dalam hal ini, dunia nyata merupakan hasil konstruksi kognitif individu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pengelaman-pengalamannya. Makna dari objek yang terdapat dalam dunia nyata dihasilkan melalui pengalaman individu dengan objek tersebut.
	Tipe penelitian adalah deskriptif. Menurut Nawawi (2001: 63) penelitian deskriptif adalah: ” ... sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, yang tidak terbatas, pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi melihat analisa dan interpretasi tentang arti data itu”. 
	Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Maleong, 2016).
	Dalam penelitian deskriptif, terdapat proses rekonstruktif. Yang dimaksud adalah desainnya yang didasarkan pada tujuan–tujuan dan sifat–sifat yang melekat di dalamnya, yaitu untuk menyusun kembali data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dideskripsikan untuk diambil kesimpulan.
	Subjek penelitian diperoleh berdasarkan teknik purposive. Oleh karena sustainable tourism, cultural tourism dan popular tourism menjadi isu dominan dalam industri pariwisata Bali, maka key informan diseleksi berdasarkan identitas Bali. Di dalamnya terdapat kateori birokrasi, akademisi, pemangku adat, pebisnis serta beberapa pranata sosial masyarakat, sehingga konstruksi bahasa yang dihasilkan dapat memenuhi unsur triangulatif.
 
PEMBAHASAN
Integrasi Nasional dalam Budaya Politik
Terlepas dari segala perangkat UUD, UU dan sumberdaya fisik pertahanan, dalam menghadapi ancaman yang menembus segala batas, maka cara berpikir sentripetal budaya politik harus dikemukakan. Hal ini sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi terpaan sentrifugal yang tidak terelakkan. Budaya politik Indonesia kini sudah sampai pada budaya sentrifugal, antara lain dengan adanya otonomi daerah. Di dalamnya terjadi pemusatan-pemusatan budaya, namun dalam titik pusatnya terjadi perenggangan. Pemberlakuan UU no. 22/1999 tentang Otonomi Daerah telah membuka jalan bagi daerah-daerah untuk mengatur diri sendiri dalam bidang-bidang tertentu, seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, ataupun potensi lokalitas tertentu, yang selama ini diatur oleh pusat. Sayangnya, dalam semangat sentrifugal itu, terjadi pula penguatan sentimen-sentimen kedaerahan, kesukuan, ataupun etnisitas. Hal ini semakin memprihatinkan, ketika otonomi dipahami sebagai proses peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah, sehingga lahir raja-raja kecil (Piliang, 2005).
Otonomi daerah tidak dipikirkan sebagai sebuah proses perubahan kultural secara lebih luas, sehingga perhatian dalam otonomi daerah lebih dipusatkan pada bagaimana segmentasi-segmentasi kekuasaan otonom yang terbentuk mengurusi wilayah wilayah dan sumber daya alamnya secara otonom, yaitu dengan membuat perencanaan, pengaturan, ataupun manajemen strategis tersendiri. Kecenderungan seperti ini mengandung berbagai bahaya, misalnya berkembangnya egoisme kelompok (suku, etnis, ras, agama dan sejenisnya), sikap eksklusivisme budaya (putra daerah, produk daerah), primordialisme sempit, lunturnya toleransi, yang menimbulkan sikap intoleran terhadap orang atau kelompok-kelompok lain.
Bila dilihat dalam kerangka berpikir holistik, sesungguhnya proses otonomi daerah dapat dilihat sebagai pembangunan garis-garis hubungan antarbudaya (trans-cultural) yang sangat kaya. Di dalam jaringan kultural tersebut, tiga relasi kultural setidaknya dapat dibangun: antardaerah (lokal-lokal), antara daerah dan pusat (lokal-pusat), antara daerah dan unsur-unsur global (lokal-global). Inilah fenomena sentrifugal budaya politik yang terjadi.
Peralihan dari sistem sentralistik ke desentralistik atau dari sistem pemerintahan pusat ke arah sistem otonomi daerah, dalam intensitas tertentu telah menimbulkan semacam keterputusan historis (historical discontinuity) dari berbagai realitas sejarah masa lalu, khususnya sejarah Orde Baru yang bersifat otoriter, sentralistik dan militeristik. Diskontinuitas dari rezim Orde Baru ini, secara substansial, sesungguhnya adalah diskontinuitas kultural, dalam pengertian bahwa Orde Baru, dalam rangka menerapkan sistem yang terpusat, yang untuk itu memerlukan berbagai bentuk penyeragaman, telah memutus berbagai elemen masyarakat (daerah, suku, etnis, agama) dari budayanya yang autentik, misalnya: penghapusan sistem Nagari di Sumatera Barat untuk digantikan dengan sistem terpusat (RT/RW). Pemberlakuan sistem otonomi daerah, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai penyambungan kembali dan penerusan kembali rantai kultural masa lalu yang bersifat primordial, yang telah diputus oleh sistem budaya sebelumnya (Orde Baru), meskipun penerusan historis masa lalu itu (revitalisasi atau restorasi) mempunyai problematika dan aspek-aspek kritisnya sendiri. Ruang sosial politik di dalamnya ada peralihan dari sentripetal ke arah sentrifugal.
Sentrifugal kemudian membentuk sosiofugal, yakni ruang yang cenderung menjadikan orang terasing, tersendiri atau terpisah. Sementara, sentripetal membentuk sosiopetal, yakni ruang yang cenderung menjadikan orang berkumpul, bersatu, atau bersama dan berorientasi membangun pusat dengan elemen-elemen yang lebih luas. 
Dalam konteks integrasi nasional, otonomi daerah menjadi tantangan serius, karena paradigma implementatif yang terjadi melahirkan kekuasaan sosiofugal, yakni kekuasaan yang cenderung memisahkan diri. Di dalamnya, fenomena ini makin kuat, seakan terbebani untuk diajak membangun sistem kekuasaan sosiopetal, yakni kekuasaan yang menyatu, memusat secara nasional. Keterpecahan tersebut akhirnya justru menyuburkan eksklusivisme, sikap keakuan (egosentrisme), arogansi daerah, lenyapnya solidaritas antardaerah. Yang kemudian berkembang adalah sikap kecurigaan, kebencian, ketidaksukaan terhadap sesuatu yang berciri nasional (Piliang, 2005).
Demikian, sentrifugal politik kemudian melahirkan sentrifugal budaya politik, berkembang menjadi sosiofugal politik, yang menawarkan berbagai pengetahuan, konsep dan faham, yang jika tidak mampu difilter oleh kecerdasan lokal akan menerpa bangunan integrasi nasional. Di sisi lain, integrasi nasional memang terus dibangun dalam misi penetratif melalui kecerdasan dan kearifan lokal menggunakan strategi sentripetal, misalnya:	
1) Upaya membangun good governance, diikuti oleh manajemen pencitraan para pemimpin negara, agar menunjukkan keteladanan untuk selalu bersatu.
2) Upaya pembangunan mental rasa cinta tanah air, melalui berbagai gerakan: revolusi mental, bela negara, sosialisasi 4 pilar dan sejenisnya.
3) Sikap kedewasaan, sehingga saat terjadi pertentangan, dapat diselesaikan secara koordinatif, musyawarah dan mufakat.
4) Berbagai program demi membangun rasa senasib dan sepenanggungan, utamanya di saat pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam. (Piliang, 2005)
Namun demikian, akibat kristalisasi otonomi yang demikian kuat, gerakan top down tersebut belum efektif jika tidak disertai sentripetal identitas budaya lokal, sebagai upaya buttom up, misalnya: asimilasi, pembauran kebudayaan disertai ciri khas kebudayaan asli; akulturasi, penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Inilah hakikat budaya politik Indonesia dalam mengimplementasikan sentrifugal budaya menjadi sentrifugal budaya politik. Persoalan ekstrimisme, liberal, radikal, dan serangkaian semangat konfrontatif yang lain, tidak lain karena filter sentripetal yang tidak berfungsi. Tidaklah mungkin membangun integrasi di antara ego otonom, tanpa kolaborasi dan elaborasi.
Lebih jauh, sosiopetal budaya politik, merupakan sebuah prinsip pengaturan di dalam keanekaragaman, yang di dalamnya pengaturan diri sendiri dikombinasikan dengan pengaturan bersama. Hal ini merupakan regulasi di dalam iregularitas, yang prinsipnya harus dinegosiasikan di antara daerah-daerah yang berhubungan. Setidaknya ada beberapa strategi sosiopetal budaya politik yang harus dibangun:
1) Heterogenitas – inklusif. Di dalamnya tetap dikembangkan keanekaragaman, disertai sikap keterbukaan untuk menerima unsur-unsur positif sikap arif dalam mencari berbagai persamaan dalam pluralitas.
2) Kultural rekonstruktif. Kebudayaan tidak diijinkan berkembang dalam oposisi biner: benar-salah, tinggi-rendah, luhur-remeh, sakral-banal dan sejenisnya, apalagi berakibat pada penyisihan (eksklusi), pengasingan (alienasi) ataupun peminggiran (marginalisasi).
3) Budaya dialogisme. Khususnya dalam budaya politik, harus dibangun bagaimana memahami manusia sebagai subjek, dengan segala perasaannya, bukan objek yang tidak berjiwa.
4) Kartografi. Unsur-unsur negara kesatuan harus dilihat seperti sebuah peta yang dinamis, yang bersifat terbuka, berubah dan modifikatif. Artinya konteks otonomi daerah tidak harus absolut dilihat sebagai bentuk menentukan nasib sendiri semata, kemudian membuat sistem tertutup. Di dalamnya, literasi peta harus mampu melahirkan individu masyarakat yang peka untuk merasa, berempati, terbuka. Selanjutnya ada pertukaran budaya, pertukaran nilai, meskipun tidak sampai pada peleburan budaya.

Rekontekstualisasi Komunikasi Pariwisata 
	Rekontekstualisasi komunikasi pariwisata, sebagaimana rekontekstualisasi pada umumnya, sangat terkait dengan perubahan sosial. Secara urgensif, konstruksi industri pariwisata haruslah paralel dengan proses yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur dan sistem-sistem sosial. Semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh-oleh unsur-unsur eksternal, harus mampu meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru. 
	Dengan demikian, komunikasi pariwisata tidak hanya berkaitan dengan 7 elemen komunikasi (komunikator, komunikan, media/saluran, pesan, feedback, noise dan makna), tetapi menyangkut aspek-aspek kultural yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok, masyarakat, negara dan dunia yang mengalami perubahan (sustainable tourism). Sebagai implementasinya, rekonstruksi komunikasi pariwisata akan menyangkut aspek-aspek: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya materi. 

Media Massa dalam Rekontekstualisasi Komunikasi Pariwisata
	Dalam konsep tradisional, media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam seluruh konteks sistem pengaruh pada masyarakat. Modernisasi dengan media massa sebagai salah satu perkembangan modern yang cukup signifikan ternyata memberikan pengaruh negatif bagi perubahan sosial. Namun demikian, dalam bentuknya yang lebih modern, relasi masyarakat dan fungsi media massa,   ternyata masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol media massa berikut dampak-dampaknya.
	Dari pemahaman seperti itu, terlihat bahwa media massa berperan dalam membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia. Pada titik tertentu, masyarakat massa mengembangkan sistem budaya massa. Dalam konteks yang hampir sama, terlihat dua ragam budaya massa yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Di satu pihak, budaya dalam konteks masyarakat massa didukung oleh media massa dilihat sebagai entitas cair dan mampu menghegemoni sebuah masyarakat (terlihat bagaimana media mampu membentuk selera masyarakat atau membentuk cara pandang tertentu terhadap sebuah realitas, dan lain-lain). Di lain pihak, budaya dalam konteks masyarakat harus dilihat sebagai entitas yang juga turut membentuk media massa.
	Hanya masalahnya sering makna budaya massa dipahami sebagai suatu yang “murahan”. Meskipun sebetulnya istilah budaya massa harus dipahami sebagai sesuatu yang baik, karena merujuk sebuah proses pluralisme dan demokrasi yang kental. Budaya massa adalah hasil budaya yang dibuat secara masif demi kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat masal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, lebih mengabdi pada kepentingan pemuasan selera “dangkal”. Secara evaluatif dapat dikatakan bahwa budaya massa adalah simbol kedaulatan kultural dari orang-orang yang tidak terdidik. Memang rekonstruksi komunikasi pariwisata tidak menghendaki berposisi pada area ini. Literasi kepada wisatawan tetap pada segmen pariwisata berkeraifan lokal sebagai budaya tinggi sehingga tetap terjaga sakralitasnya.
	Meskipun demikian, pengelolaan pesan dalam komunikasi pariwisata tidaklah dalam target impression management bahwa objek wisata identik dengan budaya tinggi. Budaya tinggi lebih dilihat sebagai hasil produksi elite, terkontrol, secara estetis ternilai dan mempunyai standar yang ketat tidak tergantung pada konsumen produk mereka.
	Dari perbedaan definisi budaya massa dan budaya tinggi, dapat dilihat bahwa secara sosial, masyarakat membagi hasil produk kulturnya dalam konteks kultur yang berbeda pula. Ini berarti ada hubungan tidak terelakkan bahwa kultur, konteks sosial dan media massa sebagai media penyebaran nilai sosial serta budaya.

Rekonstruksi Integrasi Nasional
Oleh karena rekonstruksi komunikasi pariwisata dengan sendirinya juga akan terkait dengan isu yang lebih menasional, antara lain: perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis (Williams, 1983: 90), maka rumusan komunikasi pariwisata yang paling mudah dipahami, tidaklah salah jika merujuk pada faktor-faktor intelektual, spiritual, estetis para filsuf besar, seniman, dan penyair-penyair besar yang ada atau terlahir pada area objek wisata. Adapun isu sustainable tourism akan menyangkut pula dengan “pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu” (Williams, 1983: 90), maka objek wisata harus mampu memfungsikan dalam aspek paradigmatik: menandakan (to signify), memproduksi, atau menjadi peristiwa yang menciptakan makna tertentu. Di antara produksi dan tanda serta makna yang dimaksud, bagi wisatawan lokal adalah integrasi nasional dan bagi wisatawan asing sebagai apresiasi terhadap integrasi nasional. 

PENUTUP
Integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan- perbedaan demi terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Oleh karena Indonesia merupakan bangsa yang besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya, maka dampak positif integrasi nasional akan memampukan segenap komponen bangsa mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, dalam wujud cultural tourism. 
Sayang, tidak selalu mudah dalam membentuk integrasi nasional, karena efek sentrifugal budaya politik Indonesia yang terimplementasi dalam sistem otonomi daerah, justru berkembang terlalu jauh mengarah pada egopolitik bukan geopolitik. Tidak hanya itu, efek sentrifugal budaya (sebuah fenomena budaya yang memusat dari berbagai arah, banyak menimbulkan efek memusat pada identitas politik egosentris), seperti: putra daerah dan produk daerah. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh karakter rakyat Indonesia yang sangat terbuka terhadap berbagai hal kontemporer, terutama gelombang budaya Barat, tanpa filter kecerdasan dan kearifan lokal, sehingga komunikasi pariwisata banyak menemui kendala jika harus diidentitaskan secara nasional.
Lawan dari sentrifugal budaya adalah sentripetal, yakni kekuatan budaya yang mampu mempengaruhi area sekitar, misalnya gotong royong. Jika budaya gotong royong mampu mempengaruhi daerah-daerah lain, maka akan menciptakan budaya daerah yang disegani oleh kawasan lain. Konteks integrasi nasional sebagai efek sentripetal ini sangat lemah, sehingga yang terjadi justru sebaliknya, yakni sentrifugal budaya yang mempengaruhi budaya politik internal. Terlebih lagi efek kapitalisme, hedonisme dan sekulerisme yang demikian kuat, memusat dan menjadi sentrifugal politik.
Rekontekstualisasi komunikasi pariwisata sesungguhnya bertujuan untuk merangkai dimensi integrasi nasional dalam dua hal, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dan rakyat, melalui visi dan misi cultural tourism. Di dalamnya terdapat upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat melalui saling silang kunjungan wisata. Sedangkan dimensi horisontal adalah dimensi perbedaan-perbedaan, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Inilah rekonstruksi integrasi nasional, yang berujung pula pada target sustainable. Artinya, melalui komunikasi pariwisata yang berintikan manajemen makna sustainable and cultural tourism akan terbentuk mobilitas “silaturahmi kebhinekaan” secara nasional.  
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